
BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

DERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10TAHUN 2016TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,
:a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen

pemerintahan daerah dan penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten
Sumedang Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan

Pemerintah

Menimbang

Rencana Kerja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2017;

b. bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 061/2911/Sj 2016 tanggal 4 Agustus 2016

tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa
Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian
dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Kelembagaan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah;

sesuai

dibentukPerangkat Daerah yang

c. bahwa sehubungan adanya pergeseran kegiatan antar

Perangkat

baru/kegiatan

pengurangan pagu kegiatan sesuai Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang;

penambahan
penambahan

kegiatanDaerah,

alternative,
atau

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana
Daerah Kabupaten

Kerja pemerintah

SumedangTahun
2017;



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Mengingat Pembentukan Daerah-dacrah dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) scbagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2851);

Kabupaten

Daerah-daerah Kabupaten dalam

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Negara (Lembaran
2003

Keuangan
Indonesia Tahun

RepublikNegara

47, TambahanNomor

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional1

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun

2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir

denganUndang-Undang
Nomor 9Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23

Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara

RepublikIndonesia
Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

8. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,



9. PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor 4664);

10. PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka
Tahun

Panjang Nasional

Republik
Tambahan

2005-2025
Indonesia Tahun

(Lembaran Negara
2007 Nomor 33,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. PeraturanPemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

12. PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan

Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

13. PeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang

Republikk

Nomor 114, Tambahan
Negara

Perangkat Daerah (Lembaran

Indonesia Tahun 2016

Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaNomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2015Nomor 3);

15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran

Negara Republik
IndonesiaTahun 2016 Nomor 95);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan
Daerah

sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atasPeraturan

Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik
IndonesiaTahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,
Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Berita

NegaraRepublik
IndonesiaTahun 2010 Nomor 517);

Pengendalian, dan Evaluasi

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendaliana

dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2017 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun

2016 Nomor 518);



19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6

tentangTahun 2009 Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22

Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa

BaratNomor 86);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Jawa BaratNomor 160);

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun

2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Berita Daerah

Provinsi Jawa BaratTahun 2016 Nomor 24);

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Pokok-pokok Pengelolaann

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012

tentang Perubahan atasPeraturanDaerah Kabupaten

Sumedang Nomor 3Tahun 2009 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 7);

Keuangan Daerah

Sumedang Tahun 2012 Nomor 13,



26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten SumedangTahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014
tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1);

28.
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan

29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 3016 tentang

Urusan Pemerintahan Kabuapten Sumedang,

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016

Nomor 3);

30. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan
Daerahdan Susunan Perangkat

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

31. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang

Sumedang Puseur Budaya Sunda (Berita Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2009
Nomor 113);

32. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan
Elektronik di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Sumedang (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2015 Nomor 114);

Pemerintahan dengan Sistem

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PERATURAN

Menetapkan

SUMEDANG TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10

Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten

Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 10) diubah,

sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(Berita
Daerah

Sumedang
Tahun 2017

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga
Pasal 4 berbunyi

sebagai berikut:



(1) Isi uraian Naskah RKPD Tahun 2017
sebagaimanaatercantum dalam Lampiran PeraturanBupatiNomor10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 (BeritaDaerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 10)
diubah dan disesuaikan dengan Perangkat Daerah
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)

dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang
Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887).
(2) Isi uraian Naskah RKPD Tahun 2017 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkandari PeraturanBupati.

Perangkat
Indonesia

Negara
Nomor 114,

Daerah (Lembaran
Tahun 2016

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagaiberikut:

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara untuk penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017.

(2) RKPD Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan

KebijakanUmum Anggaran serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara untuk penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017

Kelembagaan
berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun

disesuaikan denganyang

Perangkat Daerah yang dibentuk

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887).

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal
Bupati

diundangkan.

Peraturan

mengetahuinya, memerintahkan
setiap orangAgar

pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang

padataggal 14 Nopember 2016

BR SUMMEDANG,

U KSETIAWhN

ED



Diurundangkan
di;Sumedang
14

Nopember 2016padatanggal

TATARIS DAERAH
KABURASUMEDANG,

RETARI

ZABNALALIMIN

A DAERAH KABUPATEN SUMEDANGTAHUN 2016 NOMOR...30



Unt
tutitk menjamin konsistensi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan5.

pen
mbangunan, setiap PerangkatDaerah wajib melakukan pengawasan
tan pengendalian serta evaluasi kinerjada pelaksanaan RKPD
Tahun2016, sesuaidengan tugaspokok dan fungsi masing-masing;

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan RKPD harus memperhatikan

orinsip-prinsip
tata kelola pemerintahanyang baik (GoodGovernance),

Serta peru dukungan partisipasi dari segenappemangku kepentingan

(sektor swasta, perguruan tinggi dan masyarakat) dalam balutan

semangat "Sareundeuk Saigel SabobotSapihanean".

Demikian RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2017 sebagai

landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

penyempurnaan rancangan Rencana Kerja PerangkatDaerah.

2017 serta

TI SUMEDANG,

EKSrIAW�NED

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Page


